
Penjelasan 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 25 TAHUN 2000 

TENTANG 

KEWENANGAN PEMERINTAH DAN KEWENANGAN PROPINSI SEBAGAI DAERAH OTONOM *) 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang :  

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah 
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan 
Propinsi sebagai Daerah Otonomi dalam Bidang Pemerintahan.  

Mengingat :  

1.  Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;  
2.  Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 

1999; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);  
3.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

(Lembaran Negara Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).  
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAH DAN KEWENANGAN PROPINSI SEBAGAI 
DAERAH OTONOM.  

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :  

1.  Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia 
terdiri dari Presiden beserta para Menteri.  

2.  Propinsi adalah Propinsi yang bersifat Otonom.  
3.  Kewenangan Pemerintah adalah hak dan kekuasaan Pemerintah untuk menentukan atau mengambil 

kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.  

BAB II 
KEWENANGAN PEMERINTAH DAN KEWENANGAN PROPINSI SEBAGAI DAERAH OTONOM 

Pasal 2 

(1)   Kewenangan Pemerintah mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan 
keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain.  

(2)   Kewenangan bidang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kebijakan tentang perencanaan 
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nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem 
administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya 
manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan 
standarisasi nasional.  

(3)   Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan dalam bidang sebagai berikut:  

4. Bidang Kehutanan dan Perkebunan 

a. Penetapan kriteria dan standar pengurusan hutan, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian 
alam, taman buru, dan areal perkebunan.  

b. Penetapan kriteria dan standar pengurusan inventarisasi, pengukuhan, dan penatagunaan kawasan
hutan, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru.  

c. Penetapan kawasan hutan, perubahan status dan fungsinya.  
d. Penetapan kriteria dan standar pembentukan wilayah pengelolaan hutan, kawasan suaka alam, 

kawasan pelestarian alam dan taman buru.  
e. Penyelenggaraan pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman buru 

termasuk daerah aliran sungai didalamnya.  
f. Penyusunan rencana makro kehutanan dan perkebunan nasional, serta pola umum rehabilitasi 

lahan, konservasi tanah, dan penyusunan perwilayahan, desain, pengendalian lahan dan industri 
primer perkebunan.  

g. Penetapan kriteria dan standar tarif iuran izin usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya 
hutan, dana reboisasi dan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan.  

h. Penetapan kriteria dan standar produksi, pengolahan, pengendalian mutu, pemasaran dan 
peredaran hasil hutan dan perkebunan termasuk perbenihan, pupuk dan pestisida tanaman 
kehutanan dan perkebunan.  

i. Penetapan kriteria dan standar perizinan usaha pemanfaatan dan pemungutan hasil, pemanfaatan 
jasa lingkungan, pengusahaan pariwisata alam, pengusahaan taman buru, usaha perburuan, 
penangkaran flora dan fauna, lembaga konservasi dan usaha perkebunan.  

j. Penyelenggaran izin usaha pengusahaan taman buru, usaha perburuan, penangkaran flora dan 
fauna yang dilindungi, dan lembaga konservasi, serta penyelenggaraan pengelolaan kawasan suaka
alam, kawasan pelestarian alam taman buru, termasuk daerah aliran sungai didalamnya.  

k. Penyelenggaraan izin usaha pemanfaatan hasil hutan produksi dan pengusahaan pariwisata alam 
lintas propinsi.  

l. Penetapan kriteria dan standar pengelolaan yang meliputi tata hutan dan rencana pengelolaan, 
pemanfaatan, pemeliharaan, rehabilitasi, reklamasi, pemulihan, pengawasan dan pengendalian 
kawasan hutan dan areal perkebunan.  

m. Penetapan kriteria dan standar konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya yang 
meliputi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari di bidang kehutanan dan 
perkebunan.  

n. Penetapan norma, prosedur, kriteria, dan standar peredaran tumbuhan dan satwa liar termasuk 
pembinan habitat satwa migrasi jarak jauh.  

o. Penyelenggaraan izin pemanfaatan dan peredaran flora dan fauna yang dilindungi dan yang 
terdaftar dalam apendiks Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild
Fauna and Flora.  

p. Penetapan kriteria dan standar penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana pada 
kawasan hutan, dan areal perkebunan.  

(4)   Kewenangan Pemerintah yang berlaku di berbagai bidang selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (3) meliputi:  

a. penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan secara makro;  
b. penetapan pedoman untuk menentukan standar pelayanan minimal dalam bidang yang wajib 

dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota;  
c. penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan dalam rangka penyusunan tata 

ruang;  
d. penyusunan rencana nasional secara makro;  

Page 2 of 6

2/19/2006http://www.dephut.go.id/INFORMASI/pp/25_00.htm



e. penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta 
persyaratan jabatan;  

f. pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Otonomi Daerah yang meliputi pemberian pedoman, 
bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi;  

g. penetapan pedoman pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam;  
h. pengelolaan dan penyelenggaraan perlindungan sumber daya alam di wilayah laut di luar 12 (dua belas) 

mil;  
i. pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara;  
j. penetapan standar pemberian izin oleh Daerah;  
k. pengaturan ekspor impor dan pelaksanaan perkarantinaan;  
l. penanggulangan wabah dan bencana yang berskala nasional;  

m. penetapan arah dan prioritas kegiatan riset dan teknologi termasuk penelitian dan pengembangan 
teknologi strategis dan beresiko tinggi;  

n. penetapan kebijakan sistem informasi nasional;  
o. penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa;  
p. pengaturan sistem lembaga perekonomian negara. 

Pasal 3 

(1)   Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang 
bersifat lintas Kabupaten/Kota serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah.  

(2)   Kewenangan bidang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perencanaan dan pengendalian 
pembangunan regional secara makro, pelatihan bidang tertentu, alokasi sumber daya manusia potensial, 
penelitian yang mencakup wilayah Propinsi, pengelolaan pelabuhan regional, pengendalian lingkungan 
hidup, promosi dagang dan budaya/pariwisata, penanganan penyakit menular dan hama tanaman dan 
perencanaan tata ruang Propinsi.  

(3)   Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan 
oleh Kabupaten/Kota Propinsi dapat melaksanakan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan 
oleh Kabupaten/Kota.  

(4)   Kewenangan Kabupaten/Kota di bidang tertentu dan bagian tertentu dari kewenangan wajib dapat 
dilaksanakan oleh Propinsi dengan kesepakatan antar Kabupaten/Kota dan Propinsi.  

(5)   Kewenangan Propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan dalam bidang sebagi berikut:  

4. Bidang Kehutanan dan Perkebunan 

a. Pedoman Penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan hutan/kebun.  
b. Penyelenggaran penunjukan dan pengamanan batas hutan produksi dan hutan lindung.  
c. Pedoman penyelenggaraan tata batas hutan, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan 

produksi dan hutan lindung.  
d. Penyelenggaran pembentukan dan perwilayahan areal perkebunan lintas Kabupaten/Kota.  
e. Pedoman penyelenggaraan pembentukan wilayah dan penyediaan dukungan pengelolaan taman 

hutan raya.  
f. Penyusunan perwilayahan, design, pengendalian lahan dan industri primer bidang perkebunan 

lintas Kabupaten/Kota.  
g. Penyusunan rencana makro kehutanan dan perkebunan lintas Kabupaten/Kota.  
h. Pedoman penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi, produktivitas lahan pada daerah aliran 

sungai lintas Kabupaten/Kota.  
i. Pedoman penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung.  
j. Penyelenggaraan perinzinan lintas Kabupaten/Kota meliputi pemanfaatan hasil hutan kayu, 

pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi, usaha perkebunan, dan pengelolaan hasil 

Page 3 of 6

2/19/2006http://www.dephut.go.id/INFORMASI/pp/25_00.htm



hutan.  
k. Pengawasan pembenihan, pupuk, pestisida, alat dan mesin di bidang kehutanan dan perkebunan.  
l. Pelaksanaan pengamatan, peramalan organisme tumbuhan pengganggu dan pengendalian hama 

terpadu tanaman kehutanan dan perkebunan.  
m. Penyelenggaraan dan pengawasan atas rehabilitasi, reklamasi, sistem silvikultur, budidaya, dan 

pengolahan.  
n. Penyelenggaraan pengelolan taman hutan raya lintas Kabupaten/Kota.  
o. Penetapan pedoman untuk penentuan tarif pungutan hasil hutan bukan kayu lintas 

Kabupaten/Kota.  
p. Turut serta secara aktif bersama Pemerintah dalam menetapkan kawasan serta perubahan fungsi 

dan status hutan dalam rangka perencanaan tata ruang Propinsi berdasarkan kesepakatan antara 
Propinsi dan Kabupaten/Kota.  

q. Perlindungan dan pengamanan hutan pada kawasan lintas Kabupaten/Kota.  
r. Penyediaan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis, penelitian dan 

pengembangan terapan bidang kehutanan. 

Pasal 4 

Pelaksanaan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:  

a. Kabupaten/Kota yang tidak atau belum mampu melaksanakan salah satu atau beberapa kewenangan 
dapat melaksanakan salah satu atau beberapa kewenangan dapat melaksanakan kewenangan tersebut 
melalui kerja sama antar Kabupaten/Kota, kerja sama antar Kabupaten/Kota dengan Propinsi, atau 
menyerahkan kewenangan tersebut kepada Propinsi;  

b. Pelaksanaan kewenangan melalui kerja sama atau penyerahan suatu kewenangan kepada Propinsi harus 
didasarkan pada Keputusan Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;  

c. Bupati/Walikota wajib menyampaikan keputusan mengenai penyerahan kewenangan kepada Propinsi 
sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Gubernur dan Presiden dengan tembusan kepada Dewan 
Pertimbangan Otonomi Daerah;  

d. Presiden setelah memperoleh masukan dari Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dapat menyetujui 
atau tidak menyetujui penyerahan kewenangan tersebut;  

e. Dalam hal Presiden tidak memberikan persetujuannya, kewenangan tersebut harus dilaksanakan oleh 
Kabupaten/Kota;  

f. Apabila Presiden memberikan persetujuannya, pelaksanaan kewenangan tersebut diserahkan kepada 
Propinsi;  

g. Apabila dalam jangka waktu satu bulan Presiden tidak memberikan tanggapan, maka penyerahan 
kewenangan tersebut dianggap disetujui;  

h. Sebagai akibat dari penyerahan tersebut, Propinsi sebagai Daerah Otonom harus melaksanakan 
kewenangan dimaksud dengan pembiayaan yang dialokasikan dari dana perimbangan keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah;  

i. Apabila Propinsi tidak mampu melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf h, maka 
Propinsi menyerahkannya kepada Pemerintah dengan mekanisme yang sama sebagaimana tercantum 
pada huruf c sampai dengan huruf h; dan  

j. Apabila Kabupaten/Kota sudah menyatakan kemampuannya menangani kewenangan tersebut, Propinsi 
atau Pemerintah wajib mengembalikannya kepada Kabupaten/Kota tanpa persetujuan Presiden. 

BAB III 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 5 

(1)   Perjanjian dan komitmen internasional yang telah berlaku dan akan dibuat oleh Pemerintah juga berlaku 
bagi Daerah Otonom.  

(2)   Perjanjian dan kerja sama oleh Derah dengan lembaga/badan di luar negeri berdasarkan kewenangan 
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daerah otonom tidak boleh bertentangan dengan ketentuan kesepakatan serupa yang dibuat oleh Pemerintah.  

Pasal 6 

Penjabaran teknis mengenai kewenangan Pemerintah yang meliputi kebijakan termasuk mekanisme 
ketatalaksanaan, standar dan kriteria dilakukan oleh pimpinan Departemen/Lembaga Non Departemen yang 
bersangkutan setelah dikonsultasikan dengan Menteri.  

Pasal  7 

Pemerintah berwenag mengambil tindakan administratif terhadap Daerah Otonom dalam hal terjadi kelalaian 
dan/atau pelanggaran atas penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

BAB IV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 8 

Perizinan dan perjanjian kerja sama Pemerintah dengan pihak ketiga berdasarkan kewenangan Pemerintah 
sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya perizinan dan 
perjanjian kerja sama.  

Pasal 9 

(1)   Terhadap kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Daerah 
ini yang belum ada ketentuan mengenai kebijakan, standar, norma, kriteria, prosedur dan pedoman dari 
Pemerintah, dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah menunggu diterbitkannya ketentuan tersebut.  

(2)   Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan selambat-lambatnya dalam waktu enam bulan 
sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini.  

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.  

Ditetapkan di Jakarta               
Pada tanggal 6 Mei 2000            

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.                     

ABDURRAHMAN WAHID        

Diundangkan di Jakarta 
Pada tanggal 6 Mei 2000 
Pj. SEKRETARIS NEGARA 
  REPUBLIK INDONESIA 
              ttd. 
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   BONDAN GUNAWAN 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 54 
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